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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1 Y45; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan 
Daerah-Daerah Kubupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tcngah; 

3. Undung-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lernbar'an Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2~, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terak hir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor ?,3 Tahun 2014 
tentang Pernerintahan Daerah [Lcmbaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

:>. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 ( 
Lcmbaran Negara Tahun 2018 Nomor 223 Tambahun 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 6263); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Beraumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebugaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahnn 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapalan 
dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran 
Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya; 

b. bahwa berdasarkan pcrtirnbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Pcraturan l:3upati 
tentang Dana Desu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tnhun Anggaran 2019; 
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2014 No111or 123, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) scbagaimana tclah diubah dengan 
Pcraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Pcrubahun Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 
tcntang Peruturan Pelaksariaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Dcsa [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2016 lentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Prcsidcn Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019 
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 22:=i);; 

9. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nornor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor ?,Og4); 

10. Pcraturan Menteri Desa Pembangunan Dacrah Tcrtinggal dun 
Transrnigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan 
Prioritas Dana Desa Tahun 2019 (Serita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun ?.018 Nomor 1448); 

11. Peraturan Men:eri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
ten tang Pcngelolaan Keuanga n Desa (Berita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 
tentang Pengelolaan Dana Dcsa [Berita Negaru Republik 
Tndonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

13. Peraturan Dupati Grobogan Nomor 1'1 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14) 
sebagaimana telah diubah dcngan Peruturan Bupati Grobogan 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Grobogan Nomor 1'1 Tnhun 2014 tentang Pcdoman Tata 
cara Pengadaan Barangy.Jasa di Desa (Bcrita Daerah 
Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 12) ; 

14. Pcraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang 
Pctunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pcmbangunan Jangka 
Mcnengah Desa, Rencana Kerja Pcmerintah Desa clan 
Pelaksanaan Pembangunan Dcsa (Berilu Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Pcrubahan Atus Peraturan Bupati Grobogan Nornor 18 
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pcnyusunun Rencana 
Pernbangunan .Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja 
Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita 
Daerah Kabupalen Grobogan Tahun 2018 Nomor 3); 

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Desa (Berita J )nerah Kabupatcn 
Grubogan Tahun 2015 Nomor 23); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah adalah Prcsidcn Republik Indonesia yang 

merncgang kekuasaan pcmerintahan negara Repubik Indonesia 
sebagaimana dmaksud dalarn Undarig-Undang Dasar Negara 
Rcpublik Indonesia. 

2 .. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan. 
3. Pernerintah Daerah adalah Bupati scbagai tmsur 

penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang memirnpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewenangan 
daerah otonorn. 

4. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
0. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur pembanlu Bupati da n Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang pernbangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn 
Grobogan selanjutnya disebut APRD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerinuih Daerah yang dibahas dan disetujui 
bcrsama oleh · Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Duernh rlan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

'7. Rckening Kas Umurn Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat pcnyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
pencrimaan daerah dan membayar scluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dun rnengurus 
urusan pcmcrintahan, kepentingan rnusyu.ra kat setempat 
bcrdasarkan prakarsu rnasyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional y311g diakui dan dihormati dalam sistern 
pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah. 

9. Kewenangan berrlasarkan hak asal usul adalah hak yang 
rnerupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Dcsa atau 
prakarsa masyarakat Desa sesuai dcngan perkembangan 
kehidupa n masyarakat. 

10. Kewenangan lokal bcrskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mcngurus kepentingan rnasyarakat Desa yang 
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan 
oleh Dcsa atau yang rriuncul karena perkembangan Desa dan 
prakasa masyarakat Desa. 

11. Pemerirrtahan Desa udula h penyelenggaraan urusan 
pemcrintahan dan kepenringan masyarakat setcmpat dalarn 
sistem perner i ntnhrs n Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia. 

12. Pernerinrah Desa adalah kcpala Desa dibuntu perangkat Desa 
sebagai unsur penyclcnggara Pemerintahan Desa. 

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh kepala Dcsa seteluh dibahas dan disepakati 
bersarna Badan Permusyawaratan Desa, 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATlJRt\.N BUPA'l'l TENTA>l"G DANA DESA YANG BERSUMDER 
DARI A~GGARAN P~NDAPATAN DAN I3ELANJA NEGARA TAHUN 
ANGGAR1\N 2019. 

Menetapkan 
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11·. Keuarigan Des a adalah semua hak dan kewajiban dalam 
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai 
dengan uang tcrmasuk didalamnya segala bentuk keknyaun 
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa terse but. 

15. Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APB Desa adulah rerrcn nn keunngan tahunan Pernerirrtahan 
Desa yang dibahas dun disetujui bersarna oleh Pernerintah 
Desa dan · Badan Perrnusyawaratan Desa, clan ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah 
rekening tcmpat menyimpan uang pemerintahan Desa yang 
rnenarnpung seluruh penerimaan Desa clan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Dcsa pada Bank yang 
ditetapkan. 

17. Dana Dcsa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Negara yang diperurrtukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai 
penyclenggaraan pernerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kcmasyarakatan dan pemberdayuan rrrnsya ra.kat. 

18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan 
diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya 
dihitung berdasarkan pcrscntasc tertentu dari anggaran Dana 
Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional. 

19. Alokasi Afirrnasi adalah alokasi yang dihitung dengan 
meperhatikan status Dew lerlinggal dan Desa sangat 
tcritinggal dengan j urnlah penrluduk miskin tinggi. 

20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kerniskinan 
desa, luas wilayah desa clan tingkat kesulitan geografis desa di 
Kabupaten. 

21. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG 
Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kcsulitan 
geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan 
komunikasi. 

22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah 
perangkat Desa yang bcrkedudukan sebagai unsur staf 
sekretariat Dcsa yang menjalankan tugas PPKD. 

23. Kcpala Scksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat 
Dcsa yang berkedudukan sebagai pelaksana t.eknis yang 
menjalankan tugas PPKD. 

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen yang mernuat rincian setiap kegiatan, 
anggaran yang disediukun, dnn rencana penarikan. dana untuk 
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang 
telah ditetapkan dalam APBDesa. 

25. Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya disingkat TPK adalah Tim 
yang rnelaksariakan kegiatan pcngadaan melalui Swakelola 
dan Pcnycdia Barang/jasa. 

:26. Surat Perrnin tna n Pernbayaran yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pengadaan barang dan jasa. 

27. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita {bayi di 
bawah limn tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis schingga 
anak terlalu pendek untuk usianya. 

'.28. Lernbaga Kemasyarakatan Dcsa adalah wadah partisipasi 
masyarakat sebagai mitra Pernerintah Desa untuk ikut serta 
dala.rn pcrencanaan, pelaksnnaan clan pengawasan 
pernbangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat. 
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Besaran Alokasi Dasar setiap Uesa sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 2 ayat (4) huruf a clihit.ung dengan cara mcmbagi Alokasi 
Dasar yang diterima oleh Kabupaten sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) dengan jumlah Desa di Kabupaten. 

Pasal 3 

{l) Rincian Dana Desa setiap Dcsa dihitung berdusarkan rincian 
Dana Desa Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

(2) Rincian Dana Dcsa Kabupaten sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dialokasikan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar, dihirung scbesar 72% [tujuh puluh dua 

persen] dari anggaran dana desa dibagi secura merata setiap 
desa. 

b. Alokasi Aflrmasi, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari 
anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada Dcsa 
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai 
jumlah penduduk miskin tinggi. 

c. Alokasi Formula, dihitung sebesar 25% (dua puluh lima 
person] dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah 
penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah 
desa dun tingkat kesulitas geografis desa. 

(3) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mernpunyai 
jurnlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah desa dengan jumlah penduduk miskin 
t.erbanyak yang berada pada kelompok desil ke 8 {delapan), 9 
(sembilan] dan 10 (scpuluh) berdusarkan perhit.ungan Direktorat 
.Jenderal Perimbangan Kcuangan. 

(4) Rincian Dana Dcsa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan bcrdasarkan 
pada: 
a. Alokasi Dasar setiap Desa; 
b. Alokasi Afirmasi setiap Dcsa; dan 
c. Alokasi Formula setiap Dcsa. 

..... 

Pasal2 

BAB II 
RINCIAN DANA DESA DAN TATA CARA PERHITU:NGAN 

29. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh 
Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke 
Desa sampai akhir lahun anggaran atau Dana Desa yang 
disalurkan olch Kabupaten kepada Desa yang tidak habis 
digunakan oleh Desa sampai akhtr tahun anggaran sehingga 
menjadi bagian dari sisa lebih f>erhitungan anggaran APB 
Desa. 

30. Kantor Pclayanan Perberidaharaan Negara yang selanjutnya 
discbut KPPN acia lah instansi vertikal Direktorat Jcndcral 
Perbendaharaan yang mempcrolch kuasa dari Bendahara 
Umum Negara atau BUN untuk melaksnnakan sebagian fungsi 
Kuasa BUN. 

31. Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa yang 
selanjutnya disingkat KPA Penyaluran Dana Desa adalah 
Kepala KPPN Kabupatcn Grobogan selaku Kepala instansi 
vertikal Direktorat .Jcnderal Perbendaharaan yang memperoleh 
k:uasa dari Bcndaharu Urrrurn Negara untuk melaksanakan 
sebagian fungsi Kuasa BUN. 

• 4<, 
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(1) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesu.lit.an geografis Desa 
sebugaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat { 1) huruf b dan huruf 
d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin 
desa dan IKG Dcsa yang bersangkutan. 

{2) .Jumlah penduduk miskin dan IKG Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun dan diletapkan berdasarkan data dari 
Dinas Sosial Kabupaten, Kernenterian yang berwenung dan 
lembaga pcmcrintah yang menyelenggarakan uruaan 
pcmcrintahun bidang statistik. 

Pasal 6 

Alokusi Formula setiap Desa. 
rasio jurnlah penduduk setiap Desa terhadap 
total penduduk Desa kabupatcn. 
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 
terhadap total penduduk miskin Desa 
kabupaten. 
rasio luas wilayah desa terhndap total luas 
wilayah desa kabupaten. 
rasio !KG setia p Desa terhadap IKG Desa 
kabupalen. 
Alokasi Formula aetiap kabupaten. AF Kab. 

Z4 

23 

Z2 

(I) Alokasi Formula sebagairnana d irnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf c dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut : 
a. 10% ( sepuluh persen] untukjumlah penduduk; 
b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kcmiskinan; 
c. 15% (limo belas persen) untuk luas wilayah; dan 
d. ~5% (dua puuh lima pcrscn) untuk tingkat kesulitan 

geografis, 
(2) Besuran Alokasi Formula sctiap Desa sebagaimana dimaksud 

padu ayat (lJ dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut : 
Al:<' Desa = {(0,10 x Zl) + (0,50 x Z2) + (0, 1 S x 23) + {0,25 x Z4)} x 
AFKab. 
Keterangan 
AF Dcsa 
Z1 

Pasal 5 

Alokasi Afirrnasi setiap Desa, 
Pagu Dana Desa nasional. 
Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki 
.Jurnlah penduduk miskin tinggi. 
.Iumlah Desa tertinggal yang merniliki jurnlah 
penduduk miskin linggi. 

DT 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Dcsa sebagairnana dimaksud clalam 
Pasul 2 ayat (4) huruf b, diberikan kcpada Desa Terlinggnl dan 
Dcsa Sangat Tertinggal yang mcmiliki jurnluh penduduk miskin 
tinggi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). 

(2) Jumlah Alokasi Afirrnasi setiap desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk Desa Tertinggal dihitung 1 [satu) kali 
Alokasi Afirrnasi clan untuk Desa Sangat Tcrtinggal dihitung 
scbcsar 2 [duu) kali Alokasi Afirmasi. 

(3) Bcsaran jumlah Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan runrus sbb : 
AA Desa = (0,03 x DD) / {(2 x DST) - (1 x DT)}. 
Ketcrangan 
AA Desa 
DD 
DST 

Pasal 4 
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(1) Bupati menyalurkan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan dokumen persyaratan : 
a. pcraturan desa tentang APB Desa; 
b. rencana penggunaan dana desa tahap I; dan 
c. rekaman buku RKD. 

(2) Bupati menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa 
mcnyampaikan dokumen persyaratan : 
a. Iaporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana 

Desu tahun anggaran sebelumnya, dan 
b. rencana penggunaan Dana Dcsa tahap IL 

(3) Bupati menyalurkan Dana Desa tahap III sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf c, dilakukan setelah 
Kepala Desa mcnyampaikan dokumen persyaratan : 
a. laporan realisasi penyerapan dun pencapaian output Dana 

Desa sampai dengan Tahap II; 
b. laporan konvergensi pencegahan stun.ting tingkat desa bagi 

daerah pr iorita s.; dan 
c. rericana penggunaan Dana Desa tahap III. 

(4) Persyaratan penyaluran Dana Desa Tahup I, T'ahap II dan Tahap 
III sebagaimana dimaksud pada ayaL (1), ayat (2) dan ayat (3) 
disampaikan oleh Kepala Dcsa kepada Bupati c.q Kepala Dinas 
Pernberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat. 

Pasal 9 

( 1) Penyaluran Dana Desa dilakukan olch Bupati dengan cara 
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sccara bertahap, dengan 
kete n t.uan : 
a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling 

cepat bulan Januari dan paling lambat pada minggu ketiga 
bulan .Juni; 

b. tahap II sebesar 40% [ernpat puluh persen}, disalurkan 
paling cepai bulan Maret dan paling lambat pada minggu 
keempat bulun Juni; 

c. tahap III sebesar 40% (ernpat puluh perseratus], disalurkan 
paling cepat bulan Juli. 

(2) Pcnyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana 
dirnaksud puda ayat {1) dilakukan paling lambat 7 hari kerja 
setelah Dana Desa diterima di RKUD. 

,. 

Pasal 8 

BAB III 
PENYALURAN DANA DESA 

Berdasarkan: tata cara perhitungan pembagian Dana Dcsa sctiap 
Dcsa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan 
Pasal 5, maka besaran Dana De::sa xet.iap Deaa di Kabupaten 
Grobogan Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam 
Larnpiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

(3) Besaran IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpieahkan duri Peraturan Bupati ini. 
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Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip sebagai berikut: 
a. Keadilan, dengan mengutarnakan hak clan kepentingan seluruh 

warga Desa tanpa mernbeda-bedakan; 
b. Keburuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa 

yang Iebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan 
langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; 

c. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 
3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota 
dan desa, clan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa 
yang dibagi rata. 

d. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak 
asal usul clan kewenangan lokal berskala Desa; 

c. Partisipatif, dengan mengutarnakan prakarsa dan kreatifit.as 
Masyarakat; 

f. Swakelola mengutamakan kemandirian Desa dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana 
Desa; 

g. Berdikari, mcngutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan 
mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan 
pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat 
Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di 
wilayah Dcsa dan/ atau kabupaten Zkota; 

h. Berbasis sumber daya Desu, mengutamakan pendayagunaan 
sumberdayu mnrruaia dan sumberdaya alam yang ada di Desa 
dalarn pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa: dan 

Pasal 12 

Bagian Kesatu 
Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa 

BABN 
PENGGUNAAN DANA DESA 

( 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan 
verifikasi atas kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai lcngkap, Kepala 
Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan 
rekomeridasi kepada Bupati rnelalui Kepala Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan clan Asset Daerah yang menjelaskan, 
bahwa Dana Desa di desa tersebut sudah dapat disalurkan. 

Pasal 11 

(1) Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Dana Desa 
Tahap II sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) huruf a 
menunjukkan bahwa paling sedikit realisasi rata-rata 
penyerapan sebesar 75% dan capaian output paling kurang 
50% (lima puluh per seratus). 

(2) Capaian .output sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 
berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh 
kcgiatan. 

Pasal 10 
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Paragraf 1 
Bidang Pembangunan Desa 

Pasal 14 

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 13 ayat (3), diutarnakan untuk 
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 
pclayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada 
meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 

(2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi : 
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan 
kcbutuhan : 
1. lingkungan pemuk:iman; 
2. transportasi; 
3. energi; dan 
4. informasi dan komunikasi. 

ti. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar 
untuk pemenuhan kebutuhan : 
1. kesehatan masyarakat; dan 
2. pcndidikan dan kc budayaan. 

c. Pengadaan, pembangunan, pengernbangan, dan 
pcmeliharaan saran.a prasarana ekonomi masyarakat Desa 
meliputi: 
1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan; 
2. usaha ckonomi pcrtanian bcrskala produktif yang 

meliputi aspek produksi, distribusi dun pernasaran yang 
difokuskan kepada pembentukan. dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/ ata.u produk unggulan 
kawasan perdesaan; dan 

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif 
meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan pcrdcsaan. 

( 1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kcgiatan di bidang pembangunan 
desa dan pernberdayaan rnasyarakat desa. 

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1), dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan 
program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. 

(3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat {2), diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan 
kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, penanggulangan 
kerniskinan dan pelayanan publik di Dcsa. 

Pasa113 

Bagian Kedua 
Prioritas Penggunaan Dana Desa 

1. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan kcadaan dan 
kenyataan karakteristik 'geografis, sosiologis, antropologis, 
ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau 
perkembangan dan kemajuan Desa. 
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(1) Pcnanggulangan kerniskinan di Desa sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal 13 ayat (3) diutamakan untuk mernbiayai 
pelaksanaan program dun kegiatan padat karya tunai untuk 
menycdiakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang 
menganggur, setenguh rnenganggur, keluarga miskin dan 
siunliru]. 

(2) Kegiatan padat karya tunai scbagaimana dimuksud pada 
pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan 
mendayagunakan sumbcrdaya alarn, teknologi dan sumberdaya 
manusia di Desa. 

(3} Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan 
pembiayaan Dana Desa unluk bidang pembangunan Dcsa 
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan rnembayur 
upah masyurnknt Desa dalam rangka mcnciptakan Iapangan 
kerja. 

(4) Upah kerja masyarakat sebagairoana dimaksud pada ayat (3) 
dibayurkan secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan 
kegiatan yang dibiayai Dana Desa. 

(5) Pclaksunaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada 
saat musim panen. 

.. 

Pasal 16 

(1) Pcningkatan kesejahteraan masyarakat Dcsa diutamakan 
membiuyui pelaksanaan program dan kcgiatan yang bersifut 
lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
dan ayat (3) untuk mcnciptakan lupungun kerja yang 
berkelanjutan, mcningkatkan pendapatan ekonomi bagi 
keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Dcsa. 

(2) Program dan kegiatan lintas bidang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) antaru lain bidang kegiatan produk ungguJan 
Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDcsa 
dan/ atau BUMDesa Bersurna, embung/penampungan air kecil 
lainnya, serta suruna olahraga Desa sesuai dengan 
kewenangun Desa. 

(3) Pernbangunan sarana olah raga Dcsa sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) mcrupakan unit usahu yang dikelola oleh 
BUMDesa atau BUMDesa Bersama. 

(4) Kegiatan peningkatan kesejahtcraan masyarakat lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan dipuruskan melalui 
rnusvawarah Desa. 

•' 

Pasal 15 . . 

d. Pengadaan, pcmbangunan, pengernbangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana Iingkungan untuk 
pemenuhan kebutuhan : 
1. kesiupsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik 

sosial; 
2. penanganan bencana alam dan bcncana sosial; dun 
3. pelestarian lingkungan hidup. 

(3) Pengadaan, pembangunan, pcngcmbangan dan perneliharaan 
infrastruktur dan sarana prasarana lainnya. yang ses uu i dengan 
kcwcnangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa . 
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Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Dcsa, dapat 
mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat 
perkernbangan Desa, yang melip'uti : 
a. Desa Tertinggal dan / a tau Desa Sangat Tertinggal 

memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada : 
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, clan 

perneliharaan infrastruktur dasar; dan 
2. pernbangunan, pengembangan clan pemeliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana 
produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada 
upaya pernbentukan usaha ekonomi pertanian bcrskala 
produktif, usaha ekonomi per tanian untuk ketahanan 
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan clan pengembangan produk unggulan desa 
clan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan. 

b. Desa Berkernbang mernprioritaskan kegiatan pernbangunan 
Desa pada : 
1. pernbangunan, pengembangan dan perneliharaan 

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana 
produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung 
pcnguatan usaha ekonorni pertanian berskala produktif, 
usaha ckonomi untuk kctahanan pangan dan usaha 
ckonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pcngcmbangan produk unggulan Desa dan/ atau produk 
unggulan kawasan perdesaan; 

2. pengaduun sarunu prasarana sosi:31 das.ar dan lingkungan 
yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses 
masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan 
lingkungan;dan 

3. pengembangan dan pcmeliharaan infrastruktur dasar. 
c. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri memprioritaskan kcgiatan 

pembangunan pada : 

Pasal 18 

sesuar 
dalam 

(1} Peningkatan pelayanan pubJik ditingkat Desa scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 · ayat (3) diwujudkun dalam upaya 

· peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil 
(stunting). 

(2) Kegiatan pelayanan g1;,;1 dan pencegahan anak kcrdil 
(stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 
a. penyediaan air bersib dim sanitasi; 
b. pemberian makanan tambahan clan bergizi untuk balita; 
c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil 

atau ibu menyusui; 
d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan 

pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu 
menyusu1; 

e. pengembangan apotik hidup desa clan produk hotikultura 
untuk memenuhi keburuhan gizi ibu harnil atau ibu 
menyusur: 

f. pengernbangan ketahanan pangrrn di Desa; clan 
g. kegiatan penanganan kualitas hidup Iainnya yang 

dcngan kewenangan Desa dan diputuskan 
musyawarah Dcsa. 

Pasal 17 
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J. 

l. 

f. 

yang Des a 

perencanaan, 
Desa; 

b. pengembangan kapasitas masyarakat 
dilaksanakan di Desa seternpat; 

c. pengembangan kctahanan musyarakat Desa; 
cl. pengembangan ketahanan keluarga; 
e. pcngclolaan dan pengernbangan sistem informasi Desa 

melalui pengernbangan kapasitas dan pengadaan aplikasi 
perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) 
kornputer untuk pendataan dan penyebaran informasi 
pernbangunan dan pemberdayaan masyarukat Desa yang 
dikelola secara terpadu; 
dukungan pengelolaan kegiatan pelayanun sosial dasar di 
bidang pendidikan, kesehatan, pemberduyaan warga miskin, 
pemberdayaan pcrempuan dun ariak, serta pemberdayaan 
masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa 
penyandang disabilitas; 

g. dukungan pengelolaan kegiatan pclcstarian lingkungan 
hid up; 

h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan 
konflik sosial serta penanganannya; 
dukurrgan pennodalan dan pcngelolaan usaha ekonomi 
produktif yang dikclola oleh BUMDesa clan/ atau BUMDesa 
Bersama; 
dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok 
masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekoncmi 
masyarakat Dcsa Iainnya; 

partisipaei rnasyarakat dalam proses 
pclaksanaan dun pengawasan pembangunan 

(1) Prioritas pengunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan 
masyarakat dcsa sebagaimana dimnksud pada Pasal 13 ayat (1), 
ditujukan untuk rneningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembungan ilmu 
pengeiahuan dan teknologi, teknologi tcpat guna dun temuan 
baru untuk kernajuan ekonomi dan pcrtanian masyarakat Desa 
dcngan mendayagunakan potensi dan sumbcrdayanya seridiri. 

(2) Kcgiatan pernberdayaan masyarakat Dcsa yang diprioritaskan 
antara lain : 
a. peningkatan 

Pasal 19 

Paragraf 2 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

1. pembangunan, pengembangan dan pcmcliharaan 
infrastruktur ekonorni serta pengadaan sarana prasarana 
produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung 
perluasau/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan 
usaha ekonorni lainnya yang difokuskan kcpada 
pernbentukan dan pengembangan produk unggulan Dcsa 
dun/ a tau produk unggulan kawasan perdesaan; 

2. pernbangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar 
se rta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan 
lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung 
peningkatan kualitas pemenuhan akscs masyarakat Desa 
terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan 

3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. 
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Desa dalam pcrcncanaan program dan kegiatan pernberdayaan 
masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desu, dapat 
mempertimbangkan tipologi Desa berdasurkan tingkat 
perkernbangan kernajuan Desa, yang meliputi: 
a. Desa Tcrtinggal dun/ a tau Desa Sangal Tertinggal 

memprioritaskan kegiatan pernberdayaan masyarakat Desa 
untuk mcningkarkan kesejahteraan ekonorni masyarakat 
Dcsa yang rneliputi: . 
1. pembentukan DUMDcsa dan/muu BUMDesa Bcrsama 

melalui penycrtaan modal, pengelolaan produksi, distribusi 
clan pemasaran bagi usuha ekonomi pertanian berskala 
produktif dan usaha ekonumi lainnya yang difokuskan 
kepada pembentukan dan pengernbangan produk unggulan 
deaa clan/ atau produk unggulan kawasan pcrdesaan. 

2. pembentukan usaha ekonorni warga/kelompok, kopera si 
dan/atau Iembuga ekonorni masyarakat Desa lainnya 
mclalui akses permodalan yang dikclola BUMDesa dan/atau 
BU~Desn, pengelolaan produksi, distribusi clan pemasaran 
bagi usahn ekonomi pertanian berskala produktif dan 
usaha ekonorni lainnya yang difokuskan kepada 
pcrnocntukan clan pengernbangan produk unggulan Desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; 

3. pernbentukan usaha ckonorni melalui pendayagunaan 
surnberdaya alam dan penerupan teknologi tepat guna; dun 

4. pembukaan lapangan kerja unruk pemcnuhan kebutuhan 
hidup bagi masyarakat Desa secara berkclanjutan. 

IJ. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pernberdayaa 
masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat Desa yang meliputi : 
L penguatan B"CMDesa da.n/atau DUMDcsa Bersarna melalui 

pcnyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi clan 
pcmasaran bagi usaha ekonorni pertanian bcrskala 
produktif dan usaha ekonorni lainnya yang dilokuskan 
kepada pembentukan dan pengernbangan produk unggulan 
Desa clan/ atau produk unggulan kawasan pcrdesaan: 

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi 
dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya 
melalui akses pcrmodalun yang dikelola BUMDesa dan/ atau 
BUMDcsa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran 
bagi usaha ekoriomi pertanian berskala procluktif dan 
usana ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 

Pasal 20 
undangan. 

k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa 
dan peningkatan kcsejahterun masyarakat; 

l. penerapan teknologi tcpat guna untuk pendayagunaan 
sumberdeya alam dan peningkatan usaha ekonomi 
pertanian berskala produktif; 

m. pengcmbangan kcrja sarna antar Desa dan kerja sama Dcsa 
dengan pihak ketiga; dan 

n. kegiatan pembcrdayaan masyarakat Desa lainnya yang 
sesuai dengan kcwcnangan Desu dan diputuskan melalui 
musyawarah Desa. 

(3) Pcngcmbangun kapasitas masyarakat Desa sebngairnana 
dimaksud pada ayat (2) huruf (bl wujib dilakukan secara 
swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan 
dilaksanakan berdasarkan kctentuan peraturan perundang- 
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pembentukan clan pengernbangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan pcrdesaan; 

3. pcnguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui 
pendayagunaan snnnberdaya alum dan pcnerapan teknologi 
tepat guna. 

4. peningkatan kualitas d:m kuantitas tcnaga kerja terarnpil 
dan pembentukan wirausahawan di Desa: dan 

5. pengembangan lapangan kerja untuk pemcnuhan 
kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. 

c. Desa Maju dan/ a tau Desa Mandiri memprioritaskan kegiata.n 
pemberdayaan masyarakat Desa unruk meningkatkan 
kcsejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang rneliputi : 
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Beraamu 

melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi 
clan pernasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala 
produktif dan usaha ekoriomi lainnya yang difokuskan 
kepada pernbentukan clan pengembangan produk unggulan 
desa dan/amu produk unggulan kawasan perdesaan; 

2. perluasan usaha ekonomi Warga/ kelompok, kopcrasi 
dan / a tau lembaga ekonomi masyarukat Desa lainnya 
mclalui akscs pcrmodalan yang dikelola BUMDesa dan/ atau 
BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan. pemasaran 
bugi 'usaha ekonomi pertanian bcrskala produktif dan 
usaha ekcnorni lainnya yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pcngcmbangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. 

3. perluasan usaha ekonorni mclalui pendayagunaan 
surnberdaya a lam da.n penerapan teknologi tcpat guna; 

4. peningkatan kualitas clan kuantiras ienuga kerja ahli di 
Desa; dan 

5. perluasari/ ekspansi lapangan kerja unruk pernenuhan 
kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan. 

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, 
Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas 
dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi : 
1. pengelolaan secara partisipatif kcgiatan pelayanan sosial 

dasur di bidang pendidikan, kesehatan, pcmbcrdayaan 
warga rniskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta 
pernberdayaan masyarakat marginal dan anggota 
masyarakat Dcsa pcnyandang disabilitas. 

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pclcstarian 
lingknt1gnn hidup; 

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alarn clan 
konflik sosial, penanganan bencana alam clan . konflik 
sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; 

4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa 
agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa 
yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan 

5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat 
tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. 

e. Desu Sungal Tertinggul, Desa 'I'ertinggal, Desu Berkembang, 
Desa Maiu clan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan 
pernberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial 
budaya Desa yang meliputi : 
·1. penyuaurian produk hukum di Desa yang dikelola secara 

dernokratis clan partisipatif; 
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provinsi, 
ayat (1) 

dengan 

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan 
sccara tcrpadu dcngan pcrencanaan pembangunan nasional, 
provinsi, dan Kabupaten. 

(2) Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, 
dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan olch Pcmcrintah Dae rah 
menginformasikan kepada Desa sebagai berikut : 
a. pagu indikutif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP 

Desa; dan 
b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APDD 

Kabupatcn, APBD Provinsi, dan/ atau APBN yang 
pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa. 

(1) Pcnctapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai 
mckanismc pcrcncanaan pembangunan Desa yang 
dilaksanakan bcrdasarkan kewenangan Desa. 

(2) Kcwcnangan Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
-dari kewenangan Dcsa bcrdasarkan hak asal-usul dan 
kewenangan lokul berskala Desa yang ditctapkan sesuai 
ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(3i Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan 
dalarn penyusunan RKP Desa. 

Pasal 22 

Bagian Ketiga 
Mekanisme penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

(1) Pemerintah desa wajib mempublikasikan Prioritas penggunaan 
Dana Dcsa di bidang pembangunan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) kepada masyarakar Desa di ruang 
publik yang dapat diakses masyarakat Desa. 

(2) Publikasi pcnggunaan Dana Desa sebagairnana dimuksud 
pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan 
melibatkan perun serta masyarakat Dcsa. 

(3) Dalarn hal Desa tidak mempublikasikan pcnggunaan Dana 
Desa di ruang publik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
Pernerintah Daerah mernberikan sanksi administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

Paragraf 3 
Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 

2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta 
menegakkan peraturan hukum di Desa: 

3. pernbentukan dan pengcmbangan keterbukaan informasi 
untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi 
masvarakat Desa: ., ' 

4. pcnguatan kctahanan masyarakat Desa rnelalui pcncrapan 
nilai-nilai Pancasila; dan 

5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa. 
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(1) Dana Dcsa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung 
rnulai 1 -Januari sampai dengan 31 Desember, melalui 
rnekunisrne APB Desa, 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan Dana 

Pasal 27 

BABV 
PELAKSAN./\AN DANA DESA 

( 1) Dalam menyusun prioritas penggunaan Dana Desa, Pernerintah 
Desa dapat menggunakan tipologi tingkat perkembangan desa 
berda sarkan data Indeks Desa Membangun (IDM). 

(2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap tingkat 
. perkembangan Desa berdasarkan data IDM. 

(3) Hasil evaluasi tingkat perkernbangan Desa sebagairnana 
dimaksud pada ayat {2) paling lambat selesai sebelum 

· dimulainya penyusunan R.KP Desa tahun berkenaan. 
(4) Hasil evaluasi tingkat perkernbangan Desa scbagaimana 

dimaksud pada ayat {3) harus diinformasikan secara terbuka 
oleh Pemerintah Dacrah. 

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4} rnenjadi 
acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana 
Desa. 

Pasal26 

(1) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat {3), di evaluasi oleh Bupati melalui Camat. 

(2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dinyatakan 
bahwa rencana penggunaan Dana Dcsa tidak sesuai dengan 
kepentingan urnurn dan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi, Camat memberikan penjclasan secara tertulis 
kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksetujuan 
atas rencana penggunaan Dana Desa, 

(3) Ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa 
rr.cnyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam 
musyawarah Dcsa untuk kemudian disesuaikan dengan 
ketentuan yang berlaku. 

. ' 

Pasal25 

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai 
prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas 
dan disepakati melalui Musyawarah Desa. 

(2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa. 

(3) Prioritas kegiatan pcmbangunan yang dibiayai Dana Desa yang 
· telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedornani dalam 
penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam Rancangan 
peraturan Desa ten tang APB Desa. 

Pasal 24 
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{ 1) kcpala urusan dan i a tau kcpala seksi Pclaksana Kegiatan 
Anggaran mengajukan SPP kepada Kepala Desa dalam setiup 
pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang 
Iercantum di DPA clengan nominal sama atau kurang dari yang 
tertera dalam DPA. 

(2) Dalam pcngajuan SPP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepala ur usan dan/ulau kepala seksi wajib menyertukun 
laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan snggaran . 

(3) Anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa 
secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. 

(4) Sctclah pclaksanaan kcgiatan pcngadaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanuknn, Kaur dan Kasi 
menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran dalarn 
bentuk bukti trarisaksi pembayaran kepada Sckretaris Dcsa. 

(5) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa sebugairnuna 
dimaksud pada ayal (3) belum dilakukan dalarn waktu 10 
(sepuluh) hari kerja, kepala urusan clan/ atau kepala seksi 
pelaksana kegiatan anggaran wajib rnengembalikan dana yang 
sudah diterima kepada kepala urusan keuangan untuk 
disimpan dalam RKD. 

(6) Sekretaris Dess memeriksa kesesuaian bukti transaksi 
pembayaran yang disampaikan olch kcpala urusan darr/ atau 
kepala seksi scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan 
pertanggungjawaban pencairan anggan-m yang disarnpaikan. 

(7) Dalam ha! jumlah realisasi pengeluaran pembayaran 
barang/ jasa lebih kecil dari jurnlah uang yang diterima, kcpala 
'urusan dan/ atau kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran 
mengembalikan sisa uang ke RKD. 

. ' 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dilaksanakan 
melalui RKD. 

(2). Setiap pengeluaran atas belanja Dana Desa dilakukan oleh 
kepala urusan dan/ atau kepala seksi didukung dengan bukti 
yang lengkap dan sah. 

(3) Buk li yang lengkap dan se h sebagairnana dimaksud pada ayat 
(2) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa clan Kepala 
Desa bertanggung jawab atas kebenaran. material yang timbul 
dari penggunaan bukti tersebut. 

(4) Pcngcluaran dari kas dcsa yang mcngakibatkan beban APB 
Desa tidak dapal dilakukan sebelurn rancangan peraturan desa 
tentang APB Desa ditetapkan rnenjadi peraturan desa. 

Pasal 2~l 

Pasal 28 

(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dirnaksud ayat (1) 
dilaksanakan oleh kepala urusan dan/ a tau kcpala seksi sesuai 
bidang tugas dan kctcntuan peraturan perundangan yang 
bcrlaku. 

·(3} Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjuwaban keuangan. 

(4} Dalam pelaksanaannya, ·pengelolaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan asaa 
transparan, akuntabel dan partisipatif, dilakukan secara tertib, 
taat pada peraturan perundang-undangan, cfcktif, cfisicn 
dengun mernperhatikan rasu keadilan dun kepatutan, dun 
mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. 
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(1) Dalam rangka pelaksanaun kegiatan Dana Desa, dibentuk 
· Panitia Pelaksana Kegiatan Dana Desa, 

(2) Pernbentukan Panitia Pelaksana kegiatan Dana Desa 
sebagaimnna dirnaksud pada ayat (1) dilakukan derigan 
ketentuan : 
a. kegiatan dana desa sepenuhnya dilaksanakan melalui 

Pcnycdia barang/jasa karena pekerjaan komplek dan/atau 
mernerlukan tcknologi tinggi; 

b. kegiatan dana desa yang sebagian pelaksanaanya tidak 
dapat dilakukan mclalui cara Swakelola; dan ' ' 

Pasal 32 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Kegialun 

(1) Setiap pengcluaran Dana Desa yang menyebabkan beban atas 
anggaran bclanja desa dikenakan pajak sesuai ketentuan 
peraturan pcrundangan yang berlaku. 

(2) Kepala urusan kcuangan sebagai wajib pungut pajak 
rnelakukan pernotongan pajak tcrhadap pengeluaran dana desa 
atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan modal kemudian 
menyetorkan seluruh penerirnaan pajak yang dipungut ke 
Rekening Kas Negara. 

Pasal 31 

(1) Pcngajuan SPP untuk kegiatan yang scluruhnya dilaksanakan 
melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa 
diterima. 

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan : 
a. pernyataan tanggungjawab belanja; dan 
b. bukti penerimaan barung/jasa di tempat. 

(3) Dalam sctiap pengajuan SPP sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1), sekretaris Dcsa wajib : 
a. mencliti kelengkapan. permintaan pernbayaran yang diajukan 

oleh kcpala urusan dan/atau kepala seksi pelaksana 
kegiatan anggaran; 

b. menguji kebcnaran perhitungan tagihan atas beban APB 
Dei:;11 yang lercantum dalarn permintaan pembayaran; 

. c. menguji ketersedian duna untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menolak pengajuan perrnintaan pembayaran olch kepala 

urusan dan/atau kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran 
jika tidak memenuhi persyaratan ycmg ditetapkan. 

(4) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sckretaris Desa 
scbagaimana dimaksud pada ayar (3) Kepala Dcsa menyetujui 
permintaan pernbayaran. 

(5) Kepalu urusnn keuangan melakukan pencairan angguran 
sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah 
mendapatkan persetujuan kepala Desa dengan mengikuti 
mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Format SPP clan pernyataan tanggung jawab belanja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
Lampiran III A, m R dan Larnpiran IV.A, yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 30 
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(1) Pada tahap persiapan, pengoordinasian kepalu Desa 
sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (7) huruf a, meliputi : 
a. penetapan kepala urusan, kepala seksi dan/atau TPK selaku 

pclaksana kegiat.an; 
b. penyusunan rencana kerjn; 
c. sosiulisasi kegiatan; 
d. pernbekulun pelaksana kegiatan; 
e. penyiapan dokurnen administrasi; 
f. pengadaan tenaga kcrja; dan 
g. pengadaan bahanj material. 

(2) Pada tahnp pelaksanaan, pengoordinaaian Kepala Dcsa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (7) huruf b, 
meliputi : 
a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan; 
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur; 
c. perubahan pclaksanaan kegiatan; 
d. perigelolaan pengaduan clan penyelesaian masalah; 
e. penyusunan laporan basil pelaksanaan kegiatan: 
f. musyawarah pcrtanggungjawaban peluksanaan kcgiatan; 

dun 
g. pelestarian da n pernanfaatan hasil kegiatan. 

(3) Dalam mendukung efektivitus dan cfisiensi atas pelaksanaan 
setiap sctiap tahapan sebagairnanu dirnaksud pada ayat [I] dan 
ayat (2), Kepala Desa didarnpingi Pendamping Desa dan 
Pcndamping lokaJ Desa melalui pernberian bimbingan, fasilitasi, 
koordinasi, supervisi nan evnluusi. 

(4) Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, 'untuk jenis pekcrjaan 
konstruksi beton perlu dilakukan trial terlebih dulu sebagai 
pernbelujarari. 

.Pasal33 

c. nilai kegiatan yang tidak dapat diswakelolakan scbagaimana 
dimaksud pada hurufb scbcsar Rp 10.000.000 [sepuluh juta 
rupiah) atau lebih. 

(3) Panitia Pelaksuna Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari Kcpala Desa sebagai koordinator atau 
pcmbina, Sekretaris Dc::sa sebagai pengendali, kepala urusan 
kcuangan sehagai penata usaha keuangan dan TPK sebagai 
Pclaksana kegiatan Dana Dcsa. 

(4) TPK sebagaimana dimaksud pada a.yat (3) terdiri dari Kaur atau 
Kasi sesuai bidang tugas sebagai Ketua, Kepala Dusun wilayah 
kegiatan dan unsur masyurakat dari lembaga kernasyarakatan 
desa, kader pcmberdayaan ruasyarakat dan/ atau tokoh 
masyarakat lainnya scsuai bidang keuhlian scbagai pengurus 
dan/atau anggotu. 

(5) Dalam pelaksanaan kcgiatan, TPK sebaguirnana dimaksud pada 
ayat {4) rnendapat penugasan dari Kepala Dcsa untuk 
melaksanakun kegiatan Dana Desa rnulai dari tahap persiapan 
sampai dengan tahap pelaksanaan, 

(6) Kcpala Desa mengoordinusikan pclaksanaan kegiatun Dana 
Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/ atau unsur 
masyurakat Dcsa yang tergabung dnlum TPK. 

(7) Pengoordinasian Kcpala Desa atas pelaksanaan kegiatan Dana 
Desu sebagaimana dimaksud padu ayat (6) dilakukan setelah 
APB Desa ditetapkan, meliputi : 
a. tahup persiapan; dan 
b. tahap pelaksanaan . 
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BAB VI 
PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 36 

( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pcnyerapan dan 
capaian output Dana Dcsa kepada Bupati C.q Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rnelalui Camat pada setiap 
tahapan scsuai kctentuan. 

(2) Laporan rcalisasi penyerapan dan output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri alas : 
a. laporan rcalisasi penyerapm1 Dan Desa dan capaian output 

tahun anggaran sebelumnyu; 
b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 

anggaran sebelumnya bagi daerah prioritas; dan 
c. laporan realisasi penycrapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan Tahap II. 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, disampaikan paling larnbat puda tanggal 7 Pebruari 
tahun anggaran bcrjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desu 
tahap 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 
disarnpaikan paling lambat pada tanggal 7 -Juni tahun anggaran 
bcrjalan. 

Ketenruan lebih lanjut mengenai langkah-Iangkah persiapan clan 
pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam Petunjuk Tekrris 
Pelaksanaan kegiatan Dana Dcsa sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II, yang merupukun bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal35 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa 
dapat dialokasikan dana operasional kcgiatan scsuai kebutuhan 
dan ketentuan peraturan perudangan yang berlaku. 

(2) Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pa Ii ng ti nggi se besar 5% (lima per seratus] dari nilai kegiatan, 
dapat digunakan untuk : 
a. pembelian alat tulis kantor; 
b. rapat-rapat; 
c. sosialisasi pelaksanaan kegiatan dana desa dalam bentuk 

pertemuan, pebuatan papan nama kegiatan, pembuatan 
baliho infografis dunj atau kegiatan lainnya yang relevan 
eesuai kebutuhan; 

d. pe.rn buatan desain gambar /Rencana Anggaran Biaya; 
e. pernbekalan; 
f. insentif/honor Tim pelaksana; 
g. pcmbuatan prasasti; dan 
h. lainnya sesuai kebutuhan. 

(3) Pemberian inscntif, honor panitia danj'atuu Tim Pelaksana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diberikan 
kepada Panitia/Tim Pelaksana yang belum mendapatkan honor 
pengelolu Keuangan Desa. 

Pasal 34 
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( l) Untuk menjaga efektivitas dan cfisicnsi pelaksanaan kegiatan 
Dana Desa, Pernerintah Daerah dan Pemerintah Desa 
berkewajiban melakukan pcmbinaan, pengawasan dan evaluasi, 

(2) Pernbinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan 
Pemerintah Daerah sebuguirnana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Bupati dibantu Dinas Pernberdayaan 
Masyarakat dan Desa, Inspektorat dan Camat. 

Pasal 38 

BAB Vil 
PEMBIN.AAN, PENGAWASAN DAN E:Vl\LUASI 

(1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan 
konsolidasi rcalisasi penyerapan clan capaian output Dana Dcsa 
kepudu Kepala KPPN sclaku KPA Penyaluran Dana Desa dengun 
tembusan Guberrrur .Juwa Tengah, Mcnteri Dalam Negeri dan 
Menteri Desa, Pem bnngunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi. 

(2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi 
penyerapan clan capaian output Dana Desa sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( l ) terdiri alas : 
a. Laporan realisasi penyaluran dun laporan konsolidasi 

realisaei penycrapan dan capaian output Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya; 

b. Laporan konvergensi penccgahan stunting tingkat Kabupaten 
tahun anggaran sebelumnya bagi daerah prioritas; clan 

c. Laporan realisasi pcnyaluran dan laporan konsolidasi 
realisasi penyerapan dan capaian output Dana De811 tahup I1. 

(3) Laporan konsolidasi realisasi pcnyerapan dan capaian output 
Dana Desa sebngaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
disampaikan paling Iarnbat tanggal 14 Februari tahun anggaran 
bcrjalan. 

(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dun capaian output 
Dana Desa sebagaimana dibaksud pada ayat (2) huruf c 
disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran 
bcrjalan. 

(5) Dalam hal terdapat perbaikan laporan seteluh batas waktu 
penyampaian laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) clan 
ayat (4), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dapat 
merninta bupati untuk rnelakukan pcrcepatan penyampaian 
perbaikan laporan dimaksud untuk sclanjutnya dilakukan 
pernutakhiran data pada uplikasi. 

(5) Dalarn hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas 
wakru pcnyampaian laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat rnenyampaikan 
pernutakhiran capaian output tersebut kepadu Bupati, untuk 
selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi 
sofu/are. 

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya dan Laporan konvcrgensi 
pencegahan stunting tingkat desa tahun anggarun sebelumnya 
sebagaimnnu dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, 
disusun dengan Formal sebagairnana tercantum dalam 
Lampiran III.B dan Lampiran TTT.C yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Pasal37 
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(1) Pemerintah Dcsa dan Badan Perrrrusyawaratan Desa wajib 
melaksanakan pernantauan clan evaluasi atas penggunaao Dana 
Desa. 

(2) Hasil pernantauan clan evaluasi atas penggunaan Dana Desa 
sebagnirnnna dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam 
Musyawarah Desa dan dilaporkan kepada Bupati Cq Kcpala 
Dinas Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Desa melalui Carnaf., 
dengan menggunakan format laporan Desa yang berlaku. 

(3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan pcnilaian oleh Saluan Kerja Perangkat 
Daerah yang berwcnang kcmudian disampaikan kepada Bupati 
dan Menteri terkait melalui sistem pelaporan sesuai ketentuan 
peraturan perundungan yang berla.k.u. 

Pasal 41 

Evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Dcsa 
dilakukan oleh uparut pengawasan Iungsional melalui Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah danj atau aparal pengawasan 
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berluku. 

Pasal 40 

( 1} Pembinaan, pengawasan clan evaluasi yang dilakukan oleh 
Dinas Pernberdnyaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
sebagaimana dirnaksud pada Pasal 38 ayat (2), mcliputi : 
a. menyusun peraturan yang berkaitan dengan Dana Desa; 
b., membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari 

Dana Desa: 
c. melakukan sosialisasi kebijakan pclaksanaan kegiatan Dana 

Desa; 
d. mernberikan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi atas 

pelaksanaan pengelolaan dan kegiutan Dana Dcsa; 
e. rnelakukan pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan 

kegiatan Dana Dcsa. 
f. melakukan evaluaai hasil pelaksanaan kegiatan dan sisa 

dana desa. 
(2) Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh 

Camat scbagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), meliputi : 
a. melakukan pengawasan penetapan prioritas penggunaan 

dana desa melalui fusilitasi penyusunan pcrcncanaan 
pernbangunan partisipatif; 

b.· melakukan evaluasi rencana penggunaan dana desa melalui 
evaluasi APB Desa; 

c, memfassilitas.i penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; 
cl. memberikan bimbingan, supervisi clan konsultasi atas 

penggunaan clan pengelolaan Dana Desa; dan 
e. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi atas 

pelaksanaan kegiatan dan sisa dana desa. 
(3) Pclaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan dana dcsa 

sebuguimuna dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan 
ketentuan : 
a .. paling scdikit 1 (satu) kali dalam sctiap tahap penyaluran. 
b.· Pclaksanaan monitoring dibuatkan Berita Acara: dan 
c. Hasilnya dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kcpala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektur 
Kabupaten 

Pasal39 
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(1) Bupati rnenunda penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 43 huruf a, apabila: 
a. kepala Dcsa tidak memenuhi ketentuan persyaratan 

penyaluran sc bagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 clan 10 

Pasal '1-4 

Bagian Kesatu 
Pcnundaan Penyaluran Dana Desa 

Berdasarkan hasil pernuntauanuan dan evaluaei atas sisa Dana 
Dcsa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati dapat 
mernberikan sankai kepada Desa berupa : 
a. penundaan penyaluran Dana Desa; dan 
b. pemotongan Dana Desa. 

Pasal 43 

BAB VIII 
PEMBERIAN SANKSI 

(1.) Bupati melalui Dinas Pernberdayaan Masyarakat dun Desa, dan 
Inspektorat Daerah rnelakukan pemantauan dan evaluasi atas : 
a. Sisa Dana Desa di RKD; dan 
b. Capaian output dana desa. 

(2) Dalam hat berd:rnarkan pernantnuan <Jun evaluasi atas Sisa 
Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diketemukan Sisa Dana Desa di RKD Iebih dari 30% (tiga puluh 
perseratus), maka Bupati: 
a. merninta penjelasan kepada kepala Desa mengcnai Sisa 

Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau 
b. mcminta aparat pengawas fungsional dacrah untuk 

melakukan pcmcriksaan. 
(3) Sisa Dana Desa di RKD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 

dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun 
ber'kenna n ditarnbah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya. 

(4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Des« 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangar­ 
APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan 
Sisa Dana Desa tersebut, 

(5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tclah ditctapkan, maka 
Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului 
penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesu dengan 
cara merietapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan 
Penjabaran APBDesa dun memberitahukan kepada Badan 
Pcrmusyawaratan Desa unluk selanjutnya ditampung clalam 
pcraturan Desa tentang perubahan AP.13.Desu uuru dicanturnkan 
dalam ReaJisasi Anggaran bagi pernerintah Desa yang t.idak 
rnelakukrm Perubahan APBDesa. 

(f>) Pemantauan clan evaluasi atas capaian output Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (L] huruf b, dapat dilakukan 
oleh aparat pengawasan fungsional daerah atas perrnintaan 
Bupati berdasarkan permohonan dari SKPD, Camat dan para 
pihak terkait. 
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( 1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 
sebugairnana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalarn hal : 
a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 9 telah diterima; 
b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelurnnya kurang 

dari atau sama dengan 30%; dan 
c. terdapat usulan pencubutan rekomendasi penundaan dari 

aparat pcngawas fungsional daerah. 
(2) Dalarn hal penundaan penyaluran Dana Desa scbagaimana 

dimaksud dulurn Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf c 
bcrlangsung sarnpai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka 
Dana Desa tersebut tidak dapat diesuhrrlcan lagi ke RKD 
sehingga menjadi Sisa Dana Desa di RKUD. 
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antara lain, belurn rnenyampaikan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, laporan realisasi 
pcnyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 
sebelumnya dan lainnya; 

b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih 
dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau 

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat 
pengawas fungsional di daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyuluran Dana Desa 
tahap 11 tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih 
besur dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 
II, maka penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 

(4) Pernrndaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa 
tahun anggaran scbelumnya telah direalisasikan 
pcnggunaannya sehingga j urnla h sisa menjadi paling tinggi 
sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa 
tahun anggaran sebclumnya. 

(5i Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun 
anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus], 
rnaka penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana 
dirnaksud pada ayat {2) tidak dapat disalurkan sehingga 
menjadi sisa Dana Dcsa di RKUD. 

(6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sehagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 
kepada Kepala KPPN sclaku KPA Penyaluran Dunn Desa, 

(7) Dan.a Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran 
berikutnya yang kecuali bagi Perneriritah Daerah yang memiliki 
predikat kinerja penyaluran dana desa baik sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

(8) Rekomendasi aparat pengawas fungsional di daerah 
scbagaimana dimuksud pada ayat (1) huruf c disampaikan 
dalarn hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan 
penyuluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(9) Rekornendasi aparat pengawas fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan 
tembusan kepada Kcpala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana 
Dcsa sebelurn balm, waktu tahapan penyaluran sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 8. 
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(1) Bupati memberi sanksi pemotongan penyaluran Dana Dcsa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dalam hal 
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, masih 
terdapai Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per 
seratus). 

(i) Pemotongan pcnyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahap II 
kecuali bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat 
pcnyaluran baik. 

(3i Bagi Pernerintah Daerah yang memiliki predikat penyaluran 
dana desa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi 
pcmotongan dilakukan pada saat penyaluran Dana Dcsa Tahap 
Ill. 

(4) Bupati melaporkan pcmotongan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana pada ayat (2) kcpada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran Dana Desa. 
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(3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 
dimaksud dalam pada ayat (2} kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran Dana Desa paling lambat akhir bulan Pebruari 
Tahun anggaran berjalan. 

(4) Bupati membcritahukan .Penundaan penyaluran Dana Desa 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) kepada kepala Desa untuk 
dianggarkan kernbali dalarn Rancangan APBDesa Tahun 
Anggaran berikutnya, paling lambat akhir bulan Desember 
tahun anggaran bcrjalan. 

(5) Bupati menganggarkan kernbali Sisa Dana Desa di RKUD yang 
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalarn rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(6) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sarnpai 
dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran bcrjalan, maka 
Sisa Dana Desa tcrscbut akan diperhitungkan sebagai 
pcngurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke 
RKUD tahun anggaran berjalan kecuali bagi Pernerintah Daerah 
yang memiliki predikat baik dalam penyaluran dana desa sesuai 
ketentuan yang berlaku, 

(7) Dalam hal Desa telah memenuhi pcrsyaratan penyaluran 
sebelum minggu kcdua bulan Juni tahun anggaran berjalan, 
Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa 
tahap rr yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kcpada kepada Kepala 
PPN selaku KPA Penyaluran Dana Dcsa paling lambat pada 
minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II 
dari Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN 
setak u KPA Penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa Dana 
Desa tahap II yang bclum disalurkan dari RKUN ke RKUD 
scbagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni 
tahun anggaran berjalan. 

(9) Dalarn hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran 
sisa Dana Desa tahap TT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke 
RKUD tahun anggaran berjalan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (6) menjadi Sisa Angguran Lebih pada RKUN. 

... 

. , 
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BERlTA DA~RAH KARUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 

Diundangkan di Pu rwodadi 
pada tanggal 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 07 Februari '.2019 

Pcraturan Bupuri irii mulai berlaku pada tanggal d.undangkun. 
Agar setiap orang dapat mengctahuinyu, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini d~rig;m penempatannya dalam 
Derita Daerah Kabupaten Gro bogan. 
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BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Data jurnlah penduduk desa, penduduk miskin desa dan !KG Desa 
yang dipcrgunakan sebagai dusar penghitungan rincian Dana Dcsa 
sctiap Dcsa pada Tuhun Anggaran 20l9, bersumber dari Dinas 
Kcpcndudukan dun Catuum Sipii, Dinas Sosial Kabupaten dan 
Kementerian terkait. 
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BAR TX 
KETK'.'JTUA'.'l' LAIN-LAIN 


